
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA
LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN ATAU PENGGANTINYA
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, SESUAI DENGAN

KETENTUAN PASAL 5.2 PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI SUBORDINASI.

HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR SUBORDINASI PERSEROAN LAINNYA
BAIK YANG ADA MAUPUN YANG AKAN ADA. PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI MEMILIKI HAK TAGIH YANG LEBIH RENDAH DARI KREDITUR PREFEREN,
KREDITUR YANG MEMPUNYAI HAK ISTIMEWA DAN KREDITUR KONKUREN YANG BUKAN PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI TETAPI MEMILIKI HAK TAGIH

YANG TIDAK LEBIH RENDAH DARI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS
PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN

LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI
YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DI-WRITE DOWN APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA
PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN PASAL 19.1.C PERATURAN OJK

NO.11/POJK.03/2016 TANGGAL 29 JANUARI 2016, (ii) PENGANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI
SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19.1.C PERATURAN OJK NO.11/POJK.03/2016 TANGGAL 29 JANUARI 2016.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI SUBORDINASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA
PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idBBB
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI

Obligasi Subordinasi yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

PT RHB SEKURITAS INDONESIA

PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI
PT BAHANA SEKURITAS DAN PT MIRAE ASSET SEKURITAS

PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT)

                                                                                      Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2018

oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang
mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau
diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau
apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut
dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan
untuk memperbaiki kejadian tersebut;

(iv) setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai
pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan
Perseroan dan Anak Perusahaan.

(v) setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Anak Perusahaan
yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan
keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan
pelunasan Obligasi Subordinasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya,
serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta
ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.

o. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11,
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012
(dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang
dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut Peraturan Nomor: IX.C.11), yang wajib dipenuhi oleh
Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan
peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Nomor: IX.C.11.

p. Menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak,
kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian
Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian
Perwaliamanatan.

q. Segera memberitahukan kepada Wali amanat apabila Perseroan akan mengeluarkan Obligasi
Subordinasi atau instrumen hutang lai yang sejenis.

STATUS OBLIGASI SUBORDINASI
Perseroan, untuk dirinya sendiri, para pengganti hak dan para penerima haknya, Wali Amanat untuk
para Pemegang Obligasi Subordinasi, serta setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dengan menerima
Obligasi Subordinasi dan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengakui dan setuju bahwa:
a. Obligasi Subordinasi merupakan Obligasi Subordinasi yang kewajiban pembayarannya tidak

dijamin dengan jaminan apapun (termasuk Jaminan khusus) dan tidak dijamin oleh pihak ketiga,
hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 11 perjanjian Perwaliamanatan, termasuk
tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan
bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan
peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang
disubordinasi. Obligasi Subordinasi tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang
sensitif terhadap risiko kredit, tidak memiliki fitur step-up, tidak disertai fitur opsi beli call option),
tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Pokok
Obligasi Subordinasi.
Dalam hal terjadi kelalaian (event of default) atau cidera janji lain terhadap Perjanjian
Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, termasuk tetapi tidak terbatas pada
setiap wanprestasi atas suatu pembayaran yang telah jatuh tempo, hak-hak Wali Amanat dan
(melalui Wali Amanat) para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran Jumlah
Terhutang oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi sesuai dengan
Pasal 9.4 Perjanjian Perwaliamanatan dan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi
sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.2 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan tidak ada kecualinya.

b. Dalam hal terjadi penutupan usaha, atau disolusi atau likuidasi Perseroan karena alasan lain
apapun, pembagian harta kekayaan Perseroan hasil likuidasi untuk pembayaran Jumlah Terutang
oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana
tersebut dalam ayat 5.2 butir (c) Pasal ini, dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh
kewajiban pembayaran Perseroan kepada para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para
kreditur Hutang Senior, sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia. Hak tagih sehubungan dengan Obligasi Subordinasi menempati  peringkat
pari passu tanpa preferensi di antara para Pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur lain yang
ada atau akan ada dikemudian hari, yang memegang kewajiban pembayaran Perseroan yang
disubordinasi yang berdasarkan  syarat-syaratnya menempati peringkat hak pembayaran yang
sama dengan Obligasi Subordinasi, tetapi memiliki prioritas hak tagih yang tidak lebih rendah
daripada terhadap hak tagih para pemegang saham Perseroan dan memiliki prioritas hak tagih
yang lebih tinggi terhadap kreditur (jika ada) yang memegang kewajiban Perseroan yang
disubordinasi yang berdasarkan syarat-syarat menempati peringkat hak tagih di bawah Obligasi
Subordinasi.

c. Dalam proses likuidasi:
i. Sebelum para Pemegang Obligasi Subordinasi berhak menerima pembayaran Jumlah Terhutang

berdasarkan Obligasi Subordinasi maka:
c.i.1 Para Kreditur Preferen pertama-tama berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh

tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.
c.i.2 Setelah para Kreditur Preferen menerima pembayaran penuh atas seluruh piutangnya,

maka  para Nasabah Penyimpan dan kreditur Hutang Senior berhak menerima pembayaran
penuh atas seluruh tagihan  piutangnya sesuai dengan perjanjian hutang masing-masing,
dengan memperhatikan jaminan khusus yang diberikan.

ii. Setelah para Kreditur Preferen,  Nasabah Penyimpan dan para kreditur Hutang Senior, menerima
pembayaran penuh seluruh tagihan hutang sesuai ketentuan dalam perjanjian hutang masing-
masing maka Pemegang Obligasi Subordinasi (termasuk pemegang Obligasi Subordinasi atau
kreditur pinjaman subordinasi lain yang kedudukannya pari passu dengan Pemegang Obligasi
Subordinasi apabila ada) berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya
sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang masing-masing;

iii. Dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para kreditur Hutang Senior, belum
menerima pembayaran secara penuh atas piutangnya dan jika Wali Amanat menerima
pembayaran atau pembagian dari kurator, likuidator  atau wali yang mengurus harta benda
dan aset Perseroan dalam proses likuidasi, maka:
l Wali Amanat tidak boleh membagikan uang yang telah diterima oleh Wali Amanat dari

kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses
likuidasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi kecuali Wali Amanat telah menerima:
i) penegasan tertulis dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus aset Perseroan

dalam proses likuidasi tersebut bahwa semua Kreditur Preferen, Kreditur Yang Mempunyai
Hak Istimewa dan Kreditur Konkuren Yang Bukan Pemegang Obligasi Subordinasi telah
dibayar lunas; atau

ii) perintah Pengadilan yang berwenang dalam jurisdiksi yang bersangkutan yang
memerintahkan atau memberikan wewenang kepada Wali Amanat untuk melakukan
pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi karena semua Kreditur Preferen,
Nasabah Penyimpan, para Kreditur Utang Senior dan telah dibayar lunas.

l Dalam hal Wali Amanat tidak menerima penegasan tertulis sebagaimana tersebut dalam
butir c.3.1 (i) di atas atau perintah Pengadilan sebagaimana tersebut dalam butir c.3.1 (ii)
diatas, maka Wali Amanat harus segera mengembalikan pembayaran yang telah diterima
Wali Amanat tersebut kepada kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan
aset Perseroan dalam proses likuidasi untuk pembayaran semua Kreditur Preferen, Kreditur
yang Mempunyai Hak Istimewa dan Kreditur Konkuren yang Bukan Pemegang Obligasi
Subordinasi yang masih belum dibayar. Apabila kurator, likuidator atau wali yang mengurus
harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi tidak menerima uang yang
dikembalikan oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat harus membuka rekening bank terpisah
dan menyetorkan uang yang telah diterima tersebut ke dalam rekening tersebut sampai
Wali Amanat menerima surat/dokumen yang disebut dalam butir c.3.1 (i) dan butir c.3.1
(ii) tersebut di atas.

iv. Kecuali dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan Kreditur Hutang Senior
telah menerima pembayaran secara penuh dalam proses likuidasi dan dengan tidak
mengesampingkan Pasal 5.2.D Perjanjian Perwaliamanatan, Pemegang Obligasi Subordinasi
yang secara langsung menerima pembayaran dengan cara lain dari, atau pembagian aset dari
Perseroan, apapun jenis atau sifatnya, baik dalam bentuk uang tunai, harta benda atau efek,
maka Pemegang Obligasi Subordinasi tersebut wajib menyerahkan pembayaran atau pembagian
aset tersebut kepada Wali Amanat atau kurator dalam kepailitan, atau likuidator atau wali yang
mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi untuk pembagian aset
Perseroan sesuai dengan ketentuan butir C.i dan C.ii di atas.

v. Jika sisa hasil likuidasi Perseroan setelah pemenuhan tagihan Kreditur Preferen, Nasabah
Penyimpanan dan kreditur Hutang Senior tidak cukup untuk membayar jumlah yang harus
dibayar berkenaan dengan Obligasi Subordinasi dan setiap hak tagih yang menempati peringkat
pari passu dengan Obligasi Subordinasi, maka para pemegang Obligasi Subordinasi dan para
pemegang hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi akan
berbagi sebanding dalam setiap pembagian aset yang tersisa dari Perseroan dengan jumlah
yang terhutang, masing-masing yang merupakan hak mereka.

d. Setiap hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa yang
dapat mengakibatkan Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama, mendapatkan pelunasan dari sebagian atau keseluruhan Jumlah Terhutang,  dengan ini
dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan baik atas permohonan
dari pihak manapun maupun secara demi hukum. Untuk menghindari keragu-raguan, tidak ada
Pemegang Obligasi Subordinasi yang dapat melakukan tuntutan atau meminta hak perjumpaan
hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa sehubungan dengan Jumlah
Terhutang oleh Perseroan yang timbul sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi.
i. Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan ini, setiap ketentuan dalam Pasal 1425 sampai

dengan Pasal 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memungkinkan terjadinya
perjumpaan hutang sebagaimana dilarang oleh ketentuan ini, dengan ini secara tegas dan
tidak dapat ditarik kembali dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat
dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum;

ii. Setiap hak untuk memohon diadakan perjumpaan hutang sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tanggal 14-10-
2004 (empat belas Oktober dua ribu empat) tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban
Pembayaran hutang dan setiap perubahan, pengganti, penerus, dan peraturan pelaksana dari
Undang-Undang tersebut serta setiap hak serupa yang dicantumkan dalam peraturan perUndang-
Undangan yang ditetapkan oleh OJK (dahulu Bank Indonesia) Sehubungan dengan Penutupan
Usaha atau Likuidasi suatu bank,  dengan ini secara tegas dengan tidak dapat ditarik kembali,
dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan. 
dengan demikian setiap pelunasan Jumlah Terhutang lain akibat perjumpaan hutang, penuntutan kembali
atau pelaksanaan hak reklame, retensi atau hak-hak lain serupa dianggap tidak pernah terjadi.

e. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap
level bawah (lower tier 2) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor: 11 juncto POJK
Nomor: 34 dengan memperhatikan risiko pasar dan perubahannya serta peraturan pelaksanaanya
atau  peraturan penggantinya, dan karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut baik sebagian
maupun keseluruhan Obligasi Subordinasi tidak boleh dibatalkan atau dengan cara lain dibayar
lunas sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan pasal ini  tanpa

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PROSPEKTUS RINGKAS

PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA V TAHUN 2018
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP803.000.000.000 (DELAPAN RATUS TIGA MILIAR RUPIAH)

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

mendapat persetujuan lebih dahulu dari OJK (dahulu Bank Indonesia) (atau pengganti haknya)
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

f. Dalam terjadi kondisi Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau point of non viability terhadap
Perseroan maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
i. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor. 11/POJK.03/2016, Peristiwa

Terganggu Kelangsungan Usaha terjadi dalam hal OJK (dahulu Bank Indonesia) telah
menetapkan bahwa Perseroan berada dalam kondisi terganggu kelangsungan usahanya.

ii. Dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai suatu Peristiwa Terganggu
Kelangsungan Usaha, maka OJK berwenang dan berhak untuk memerintahkan Perseroan
melakukan fitur yang telah dipilih oleh Perseroan yaitu Write Down tanpa kompensasi dalam
hal kondisi di mana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha,
dengan memperhatikan SE OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016 dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Dengan adanya perintah dari OJK tersebut maka dengan demikian Perseroan melakukan perintah
OJK tersebut sesuai dengan Pasal 19 dan penjelasan Peraturan OJK Nomor: 11 serta SE OJK
Nomor: 20/SEOJK.03/2016 tanpa memerlukan persetujuan dari pemegang Obligasi Subordinasi
atau tanpa memerlukan keputusan RUPO.

iii. Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari OJK atas Peristiwa Terganggu
Kelangsungan Usaha tersebut, Perseroan wajib  menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan
tertulis dari OJK tersebut, dan Perseroan melalui Wali Amanat wajib untuk sesegera mungkin
memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai adanya perintah
dari OJK tersebut.

iv. Termasuk dalam mekanisme Write Down antara lain pengurangan nilai kewajiban (Pokok
Obligasi Subordinasi), dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi
yang dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.

v. Dengan dilakukannya Write Down maka jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi)
Perseroan terhadap Pemegang Obligasi dikurangi dan/atau jumlah sebagian atau seluruh
Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi
dikurangi.  Sehubungan dengan pengurangan tersebut maka akan menghilangkan hak dari
Pemegang Obligasi Subordinasi terhadap jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi)
dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang
Obligasi Subordinasi dalam penerbitan Obligasi Subordinasi secara proporsional. Pemegang
Obligasi Subordinasi tidak berhak untuk menuntut suatu pembayaran akibat dari dilakukannya
Write Down tersebut dan Pemegang Obligasi Subordinasi menyatakan menyetujui dan
menghilangkan haknya dalam kondisi atau proses likuidasi dan para Pemegang Obligasi
Subordinasi dianggap telah mengesampingkan haknya untuk menerima dan menuntut dari
Perseroan sehubungan dengan pembayaran dengan jumlah yang seharusnya Pemegang
Obligasi Subordinasi terima dan Pemegang Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian
yang dideritanya akibat dilakukannya Write Down tersebut, dengan memperhatikan ketentuan
OJK dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

vi. Terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan Write Down tidak
secara otomatis dapat dianggap termasuk sebagai terjadinya kondisi kelalaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan.

vii. Apabila  ketentuan-ketentuan mengenai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan
pelaksanaan Write Down ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku, maka peraturan-
peraturan yang terbaru tersebut yang akan diberlakukan untuk Pemegang Obligasi Subordinasi.

g. Dalam hal OJK telah memerintahkan Perseroan untuk melakukan fitur yang telah dipilih oleh
Perseroan yaitu Write Down, maka ketentuan dalam Pasal 5.2.B dan pasal 5.2.C tidak berlaku,
dan yang berlaku adalah ketentuan dalam Pasal 5.2.F

h. Apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan dalam kondisi terdapat Peristiwa Terganggu
Kelangsungan Usaha dan Perseroan melaksanakan Write Down sesuai dengan ketentuan 5.2.F
Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dibebaskan dari tuntutan dari Pemegang Obligasi
atau pihak lain atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Obligasi Subordinasi akibat terjadinya
Peristiwa Terganggu Kelangsungan usaha dan pelaksanaan Write Down atas Obligasi Subordinasi
oleh Perseroan.

SIFAT-SIFAT KHUSUS OBLIGASI SUBORDINASI
Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap
(tier 2) Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
11/POJK.03/2016  tanggal 2 Februari 2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank
Umum dengan memperhatikan risiko pasar dan perubahannya serta peraturan pelaksanaannya atau
peraturan penggantinya.
Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau
pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi
sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dilaksanakan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 19.(1).e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016
tanggal 2 Februari 2016, mencakup persyaratan Obligasi Subordinasi untuk dapat diperlakukan
sebagai modal pelengkap (tier 2) suatu bank dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus
persen) dari modal inti dengan syarat antara lain:
a. Diterbitkan dan telah dibayar penuh;
b. Memiliki jangka waktu 5 (lima tahun) atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh

persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
c. Memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme write down apabila Bank

berpotensi terganggung kelangsungan usahanya (point of non viability) yang dinyatakan secara
jelas dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;

d. Bersifat subordinasi yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;
e. Pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode

(cummulative) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPPM secara individual
atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal
3, dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016;

f. Tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;
g. Tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit;
h. tidak memiliki fitur step-up
i. apabila disertai dengan fitur opsi beli (call option), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; dan
2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi;

j. tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran bunga atau pokok yang dinyatakan dalam
dokumentasi penerbitan;

k. tidak dapat dibeli oleh Bank penerbit dan/atau Perusahaan Anak;
l. sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
m. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI
A. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan
Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Obligasi
Subordinasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi
yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi pada
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi; dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat
5.10 Perjanjian Perwaliamanatan. Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi hanya dapat dilakukan
setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, yang demikian dengan memperhatikan
peraturan perUndang-Undangan.

B. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi
adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening,
pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali
ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perUndang-Undangan. Dengan demikian jika terjadi transaksi
Obligasi Subordinasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi
Subordinasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tidak berhak atas
Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan, Bunga
Obligasi Subordinasi dengan demikian tetap menjadi hak dari pihak yang mengalihkan Obligasi
Subordinasi tersebut, kecuali ditentukan lain oleh KSEI berdasarkan peraturan KSEI.

C. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi
dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi sebagaimana
yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat 5.6 Perjanjian Perwaliamatan, maka Perseroan harus
membayar Denda atas kelalaian tersebut sebesar persentase Bunga Obligasi Subordinasi yang
berlaku ditambah 1% (satu persen) per tahun atas jumlah yang terutang, kecuali ditentukan lain
dalam surat bank Indonesia tentang penangguhan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi
dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi.

D. Denda tersebut dihitung secara harian  (berdasarkan jumlah hari yang telah lewat), sampai dengan
pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas dan menjadi haknya Pemegang Obligasi Subordinasi,
dengan berpatokan pada perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

E. Denda yang dibayar Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan ketentuan
Agen pembayaran akan membayarkan uang denda tersebut secara proporsional berdasarkan
besarnya jumlah Obligasi Subordinasi yang dimiliki kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.

F. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri
maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen)
dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi Subordinasi
yang dimiliki oleh Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan
modal Pemerintah) Permintaan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan secara tertulis kepada
Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan
tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

G. Melalui keputusan RUPO, dengan korum sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan,
Pemegang Obligasi Subordinasi antara lain berhak melakukan tindakan antara lain sebagai berikut:
i. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk

memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk menyetujui sesuatu kelonggaran
waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau
untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

ii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan
Perjanjian Perwaliamanatan;

iii. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang
Obligasi Subordinasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan
perUndang-Undangan yang berlaku; atau

iv. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Subordinasi, tingkat
suku Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi
Subordinasi dan/atau Pokok Obligasi Subordinasi, perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi,
dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka perubahan tersebut di atas;
perubahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya
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kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok
Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga
Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya
potensi terjadinya kelalaian Perseroan (yang berwenang menentukan potensi kelalaian tersebut
adalah Wali Amanat dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan)
yang dapat menyebabkan Perseroan dalam keadaan tidak membayar Pokok Obligasi
Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi
Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud
dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan tetap tunduk pada ketentuan mengenai Status
Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dalam keadaan apapun;

v. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai
kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat;

vi. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat 9.1.a Perjanjian Perwaliamanatan.

PERLAKUAN/PERHITUNGAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI MODAL PELENGKAP
PERSEROAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
PARA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI DIHIMBAU UNTUK MEMPERHATIKAN BAHWA
OBLIGASI SUBORDINASI INI DIMAKSUDKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN GUNA DIAKUI
SEBAGAI MODAL PELENGKAP (LOWER TIER 2 CAPITAL) OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.
Sebagai bank yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, Perseroan diwajibkan untuk
memenuhi segala peraturan dan ketentuan BI dan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk yang
berhubungan dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 ditetapkan bahwa
Perseroan wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari ATMR, baik bagi
Perseroan secara individual maupun Perseroan secara konsolidasi dengan Anak Perusahaan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 mengharuskan
Obligasi Subordinasi untuk memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:
l Diterbitkan dan telah dibayar penuh;
l Memiliki jangka waktu 5 (lima tahun) atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh

persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
l Memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme write down apabila Bank

berpotensi terganggung kelangsungan usahanya (point of non viability) yang dinyatakan secara
jelas dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;

l Bersifat subordinasi yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;
l Pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode

(cummulative) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPPM secara individual
atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal
3, dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016;

l Tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;
l Tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit;
l Tidak memiliki fitur step-up;
l Apabila disertai dengan fitur opsi beli (call option), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; dan
2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi;

l Tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran bunga atau pokok yang dinyatakan dalam
dokumentasi penerbitan;

l Tidak dapat dibeli oleh Bank penerbit dan/atau Perusahaan Anak;
l Sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
l Telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.
PEMBERITAHUAN WALI AMANAT
Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi
Bank Mayapada V Tahun 2018, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega, Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT BANK MEGA, TBK.
Menara Bank Mega, Lt. 16

Jl. Kapten Tendean No 12-14 A
Jakarta 12790 - Indonesia

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

Pendaftaran Obligasi Subordinasi ke dalam Penitipan Kolektif
Obligasi Subordinasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada
KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi. Dengan didaftarkannya Obligasi Subordinasi
tersebut di KSEI, maka atas Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali

Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk
kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi akan diadministrasikan secara
elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi Subordinasi hasil Penawaran
Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu
tanggal 25 September 2018. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek
atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek
di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi
Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek;

b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar
Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;

c. Pemegang Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang
Obligasi Subordinasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, pelunasan
Pokok Obligasi Subordinasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat
pada Obligasi Subordinasi;

d. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi akan
dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi
Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi
Subordinasi maupun pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang ditetapkan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi Subordinasi yang
berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga
Obligasi Subordinasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Obligasi Subordinasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dengan
memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan
seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak
dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan
RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya
pemberitahuan dari Wali Amanat;

f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi Subordinasi wajib membuka Rekening
Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemesan Yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka
bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka
berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan
jurisdiksi setempat.
Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi
Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan
Pembelian Obligasi Subordinasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor
Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Bab X Prospektus ini, dan pemesanan
yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi
yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya
satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Masa Penawaran
Masa Penawaran Obligasi Subordinasi akan dilaksanakan pada tanggal 19-21 September 2018.
Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB.
Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi
Sebelum Masa Penawaran Obligasi Subordinasi ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan
pembelian Obligasi Subordinasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada
para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam
Bab X Prospektus ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.
Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi Subordinasi
Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi
Subordinasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah
ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi. Bukti tanda
terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
Penjatahan Obligasi Subordinasi
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Subordinasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi Subordinasi
yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin
Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing, dan penjatahan akan dilakukan
pada tanggal 24 September 2018. Penjatahan Obligasi Subordinasi ini mengikuti peraturan Bapepam
No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan
dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Metode Penjatahan yang digunakan adalah penjatahan pasti (fixed allotment), sehingga jumlah
keseluruhan Obligasi Subordinasi yang dipesan tidak akan melebihi jumlah Obligasi Subordinasi
yang ditawarkan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu
mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran
Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer
Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan
oleh pemesan yang bersangkutan. Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil
Penawaran Umum dan Laporan Hasil Penjatahan kepada OJK paling lambat lima hari kerja setelah
tanggal penjatahan sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.A.2. dan peraturan IX.A.7
PT RHB Sekuritas Indonesia, selaku Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan
berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan
Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam No.
IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan
Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Subordinasi, Pemesanan harus segera
melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada
Penjamin Emisi Efek melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus
sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 24 September 2018 pukul
13:00 WIB (in good funds). Untuk pemesan yang melakukan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana
Emisi Efek, yaitu PT RHB Sekuritas Indonesia dapat melakukannya pada rekening di bawah ini:
                                                               Bank Mayapada
                                                      Cabang Mayapada Tower
                                                         a/c no: 100 300 36 603
                                               a/n: PT RHB Sekuritas Indonesia
Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin
Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 24 September 2018  pukul 16:00 WIB (in good
funds) ditujukan pada rekening tersebut di atas. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer
merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
Distribusi Obligasi Subordinasi Secara Elektronik
Pada Tanggal Emisi, yaitu tanggal 25 September 2018, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat
Jumbo Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI
untuk mengkreditkan Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di
KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi Subordinasi
semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI. Selanjutnya
Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi
Subordinasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin
Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian
penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Subordinasi
kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Subordinasi semata-
mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.
Pembatalan Penawaran Umum
Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran
Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak
efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
a) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

i) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama
3 (tiga) hari bursa berturut-turut;

ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan
terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan
yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

b) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
i) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum

dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran
nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping
kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi
tersebut dalam media massa lainnya;

ii) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran
Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam poin a);

iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling
lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

iv) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum
yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib
mengembalikan uang pemesanan Efek kepada Pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja
sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi Subordinasi
Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan Obligasi Subordinasi kepada pemesan,
maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek
atau Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan
sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi yang diperhitungkan secara
proporsional untuk tiap hari keterlambatan (berdasarkan jumlah hari yang telah lewat, sampai dengan
seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dibayarkan secara lunas), dengan ketentuan
1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh)
hari, dimana denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengakhiran/pembatalan
Penawaran Umum tersebut.
Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Subordinasi telah disediakan, akan tetapi pemesan
tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman keputusan
pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, maka Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi
Efek atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para
Pemesan Obligasi Subordinasi.
Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi
Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Agen Pembayaran
Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran
No. 18 Tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Pelunasan
Pokok Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh
KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi
melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana
yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran
akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (021) 5299 1099
Faksimili: (021) 5299 1199

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi, tertera dibawah ini:

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS AWAL

PENAWARAN UMUM

NAMA OBLIGASI SUBORDINASI
Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018.
JENIS OBLIGASI SUBORDINASI
Obligasi Subordinasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang
diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti Utang untuk kepentingan Pemegang
Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi
Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang
Rekening. Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan Jumlah Pokok yang
tertulis pada Konfirmasi Tertulis dan Jumlah Pokok yang tercantum pada Sertifikat Jumbo Obligasi
Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi.
SATUAN PEMINDAHBUKUAN
Satuan pemindahbukuan adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Setiap Obligasi
Subordinasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi Subordinasi
yang bersangkutan untuk mendapatkan 1 (satu) suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi
Subordinasi (RUPO).
HARGA PENAWARAN
100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Subordinasi.
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI SUBORDINASI
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.7 dan Peraturan IX.C.11, Perseroan telah melakukan
pemeringkatan Obligasi Subordinasi yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo").
Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan
Obligasi Subordinasi yang dilaksanakan oleh Pefindo, berdasarkan surat Pefindo No. RC-765/PEF-
DIR/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi adalah:

idBBB
 (Triple B)

Peringkat tersebut berlaku untuk periode 16 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2019 Hasil pemeringkatan
berdasarkan data.  Hasil pemeringkatan tersebut menunjukkan kualiatas aset dan peningkatan posisi
Perseroan dalam industri perbankan dengan rata-rata pertumbuhan aset yang cukup signifikan.
Walaupun demikian, Perseroan perlu memelihara kecukupan modal dan penghimpunan dana masih
didominasi  dengan dana dalam bentuk deposito berjangka.
Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai Pemeringkat yang
melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi ini.
Perseroan juga akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi ini setiap 1 tahun sekali
selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 (dua puluh enam)
Desember 2012 (dua ribu dua belas)  tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.
Faktor-faktor yang mendukung peringkat adalah:

- Dukungan kuat dari Cathay Life Insurance Co., LTD.,
- Posisi bisnis yang moderat
- Likuiditas yang memadai

Faktor-faktor yang membatasi peringkat:
- Kredit dalam perhatian khusus yang tinggi
- Tingginya eksposur dari kredit sektor korporasi
- Ketergantungan pendanaan yang tinggi terhadap deposito berjangka

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas setiap Klasifikasi Obligasi Subordinasi
kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat
terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait
dengan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan.

JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI
Seluruh nilai Pokok Obligasi Subordinasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya
sebesar Rp803.000.000.000,- (delapan ratus tiga miliar), dengan ketentuan kepastian jumlah Pokok
Obligasi Subordinasi akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan.
JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO
Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi
akan jatuh tempo dan harus dilunasi dengan harga sama dengan Jumlah Pokok yang tertulis pada
Konfirmasi Tertulis yang tercantum pada Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan
Pokok Obligasi Subordinasi, yaitu pada tanggal 25 September 2025.
JUMLAH PESANAN
Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu
satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
DENOMINASI UTANG
Mata uang yang menjadi denominasi utang adalah Rupiah.
BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI
Bunga Obligasi Subordinasi adalah dengan tingkat Bunga Tetap sebesar 10,5% (sepuluh koma lima
persen) per tahun.
Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang
dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360
(tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran
setiap triwulan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI SUBORDINASI DAN PEMBAYARAN
BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI
Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan
dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat
dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi
Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing
sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari
Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk
mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana
penggunaan dana penawaran umum Obligasi.
JAMINAN
Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara
Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank
yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan
perundang-Undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai
dengan ketentuan Pasal 5 ayat 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN
Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lainyangmenjadi tanggung jawab
Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi, Perseroan berjanji dan mengikat
diri bahwa:
Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (debt covenants)
adalah sebagai berikut:
Perseroan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal
sebagai berikut:
a. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali pengurangan tersebut

dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Otoritas yang berwenang (termasuk
tetapi tidak terbatas pada OJK);

b. Melakukan penggabungan dan/atau peleburan atau mengizinkan atau memberikan persetujuan
kepada Anak Perusahaan untuk melakukan penggabungan dan atau peleburan, yang secara
material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap
Obligasi Subordinasi, kecuali melakukan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau
pengambilalihan pengendalian perusahaan di bidang perbankan dana atau jasa keuangan (dan
kegiatan operasional sehari-hari) yang dilakukan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan
sepanjang tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan Otoritas Moneter sesuai ketentuan
yang berlaku;

c. Mengubah bidang usaha utama Perseroan;
Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.1 oleh Wali Amanat Pasal
Perjanjian Perwaliamanatan akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen

pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan
tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat
belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan
tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah
memberikan persetujuannya; dan

c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau
penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah
data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika
dalam waktu 14 (empat belas) Hari kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau
penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

Perseroan berkewajiban untuk:
a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen-dokumen lain yang

berhubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
b. Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

dan/atau pelunasan pokok Obligasi Subordinasi yang jatuh tempo paling lambat 1 (satu) Hari Kerja
sebelum tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau tanggal pelunasan Pokok
Obligasi Subordinasi  kepada agen pembayaran dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi
bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama;
Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau tanggal
pelunasan Pokok  Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut
diatas, maka Perseroan harus membayar denda. Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan
untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur di atas, dilaksanakan dengan
memperhatikan Pasal 19 ayat 1 huruf e Peraturan OJK Nomor: 11 juncto Peraturan OJK Nomor:
34 juncto Surat Edaran OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016 tentang fitur konversi menjadi saham
biasa atau Write Down terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap, yaitu
bahwa pembayaran Pokok Obligasi dan/atau bunga ditangguhkan dan diakumulasikan antar
periode (cummulative) apabila pembayaran dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan
Modal Minimum secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 Peraturan OJK Nomor: 11 juncto Peraturan OJK
Nomor: 34 juncto Surat Edaran OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016 tentang fitur konversi menjadi
saham biasa atau Write Down terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap;

c. Mengupayakan untuk mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat
komposit 3 yang tergolong "Cukup Baik" sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan OJK;

d. Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan praktik-
praktik yang sesuai dengan kegiatan usahanya serta wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang
berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum;

e. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan dan/atau Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-
buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan
Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara
umum di Indonesia;

f. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan setiap kejadian atau keadaan
yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan
dan segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali
Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain-lain;

g. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya;
h. Dengan tidak mengenyampingkan perUndang-Undangan yang berlaku di Negara Republik

Indonesia, memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak  yang ditunjuk Wali Amanat dengan
ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu, sekurang-
kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau
dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan keuangan
Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen
lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dalam
rangka melaksanakan tugasnya sebagai Wali Amanat sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan,
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan;

i. Menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia yang
antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan, peraturan pemerintah, serta keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia, surat keputusan direksi BankIndonesia dan peraturan Bank
Indonesia (sekarang OJK), peraturan OJK (dahulu Bank Indonesia) serta surat edaran yang
dikeluarkan oleh OJK;

j. Memelihara harta kekayaan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;

k. Memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan
harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap
segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang
usaha yang sama dengan Perseroan;

l. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan;
m. Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-

persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian
yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas :
i. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh)

Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan
laporankeuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh AkuntanPublik yang telah terdaftar di
OJK, mana yang lebih dahulu;

ii. Laporan Keuangan Tengah Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu :
l 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan

Akuntan Publik; atau
l 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan

Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
l 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan

Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang
kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan keuangan
Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;

iii. Laporan Keuangan Triwulan Perseroan (tidak diaudit) disampaikan selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal laporan keuangan triwulan atau pada saat
penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK.

n. Memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas :
(i) Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan

penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
(ii) Perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang

secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi
segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya
yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;

(iii) Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis
dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani




